BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Selama masa penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) telah mengalami beberapa kali pergantian istilah, yaitu
PPKM. PPKM Darurat, dan PPKM Level. Kebijakan ini memiliki ketentuan
yang berbeda serta penerbitan instruksi menteri dalam negeri yang baru
sebagai dasar hukum berlakunya ketentuan ini. Berbagai kasus pelanggaran
atas Penerapan sanksi PPKM diatur berdasarkan ketentuan undang-undang
kekarantinaan kesehatan, KUHP, serta undang-undang tentang wabah
penyakit menular. Akan tetapi pemerintah belum secara maksimal untuk
memberikan jaminan kebutuhan dasar warga negara dan kebutuhan hewan
ternak sesuai dengan amanah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Hal
ini mengakibatkan prioritas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan di
bidang kesehatan dan perekonomian belum seimbang.

2. Kendala pelaksanaan PPKM terjadi karena antara pemerintah pusat dan
daerah mengenai tanggungjawab pelaksanaan ppkm ini maka seharusnya
pemerintah  pusat menyerahkan sepenuhnya Kewenagan dan
tanggungjawab pelaksanaan ppkm pada pemerintah daerah karena yang
memahami karakteristik daerahnya adalah pemerintah daerah bukan
pemerintah pusat. Hal tersebutlah yang sangat membatasi pemerintah
daerah untuk melaksanakan PPKM dengan mengikuti kebijakan pemerintah

pusat. Saat ini membuat pelaksanaan kekerantinaan menjadi sangat lambat
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karena penentuan wilayah kekarantian ada pada kewenangan pemerintah
pusat padahal sudah dijelaskan pemerintah daerah yang sangat memahami
kebutuhan masyarakat diwilayahnya.

B. Saran

1. Penerapan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 melalui
kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu pada
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Jawa dan
Bali mulai tanggal 11 Januari 2021. Kebijakan PPKM berdasarkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
darurat corona virus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

2. Pemerintah daerah berwenang untuk menganalisis wilayah kewenangannya
untuk menentukan zona-zona kekerantinaan untuk di rekomendasikan
kepada pemerintah pusat dan mengenai anggaran ditanggung penuh oleh
pemerintah pusat untuk menanggulangi Covid-19. Pemerintah daerah
mengalami kebingungan untuk menentukan kebijakan kekarantinaan di
wilayahnya karena kebijakan itu harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah daerah mengalami ketakutan diberi sanksi oleh
pemerintah pusat apabila membuat kebijakan mengenai kekarantinaan

wilayah tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.
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